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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan

pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/ 1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< ba‘ b be
< ta' t te
| & Sa s es (dengan titik di atag)
:——C d Jim i | je |
z Ha“ h ha (dengan titik di bawah)
'C Kha' kh ka dan ha
> dal | _—d JI de
3 Zal z zet (dengan titik di atas)
J ra‘ r er
) Zai z zet
o sin s €s
o syin sy es dan ye
e Sad $ es (dengan titik di bawah)




P dad de (dengan titik di bawah)
b Ta" te (dengan titik di bawah)
b za' zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain koma terbalik
t Gain ge
- Fa‘ ef
d qaf qi
4 kaf ka
J lam _ el
¢ mim - em
| o { Nun en
o ; ____;\;u we
_ﬁ_:;b Ha’ ha
apostrof  (tetapi  tidak
s hamzah dilambangkan apabila ter-
T letak di awal kata)
s Ya' ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong,




1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
e Fathah a a
—_ Kasrah i i
= Dammah u u
Contoh:
<5 - kataba 2dy . yazhabu

Jov - su'ila S 3 - Zukira
2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
g = Fathah dan ya ai adani
I - Fathah dan wawu  au adanu
Contoh
u.gf - kaifa J 4* -haula
~ C. Maddsh

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
T — |7 Fathah dan alif atau alif" a a dengan garis di atas
Maksurah
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(5 Kasrah dan ya i i dengan garis di atas
3 . dammah dan wawu u u dengan garis di atas
Contoh

JB - qala J-_,i -qila

(s*) -Tama J _$43- yaqulu

D. Ta’ Marbuthah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua:

1.

Ta Marbutah hidup

Ta’ marbutah yang Hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammabh, transliterasinya adalah (t)

Contoh:  JibYW\ sy - raudah al-atfal

Ta’ Marbutah mati

Ta’ marbufah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah (h)

Contoh; d>lb- Talhah

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /l/

Contoh: &3 45 4, - raudah al-Jannah

E. Syaddah (Tasydid)

viil



Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda
syaddah itu.

Contoh: L% _ - rabbana

“ o, R
- - nu’imma

Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu “JV”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas
kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang
diikuti oleh qamariyyah. o
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.
Cotoh: ~ Jor | —ar-rajulu
sl — as-sayyidatu
2. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qamariyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan
bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah,
kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan tanda sambung (-)
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Contoh: VJJJ‘ - al-qalamu JO _aljalaly
c_:-—\-,ﬂ - al-badi’u
Hamzah
Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan
di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena
dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh :
{s<o - Syai’un <4l - ymirtu

¢ o\ - an-naw’i 0 94520 - ta’khuzfina

. PPcnulisan Kata

Pada dasarnya sctiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim alau huruf,
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf
Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau
harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:
O o 4h & ol 3 - Wainnallaha lahuwa khair ar-razigin atau
Wa innallaha lahuwa khairur- razigin
Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal,

dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf



kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.
Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan
huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandangnya,

Contoh :

Ol (A - zghaba al-Hasenu
Penggunaen huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
mw.mmlmmmdmmmwmltumm
dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang
dibllangkan, meka buruf kapital tidek dipergunalan.
Contoh :

o f C"‘J &) ¢ 2 - nagrun minallahi wa fathua qarld

Lagd oY - Hliahi al-amru jami*an

Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan antara agama dan negara dari masa ke masa merupakan salah
satu subyek penting sekaligus menarik, yang meskipun telah diperdebatkan oleh
para pemikir Islam hampir seabad yang lampau, tetapi belum terpecahkan secara
tuntas hingga dewasa ini. Konsep dan pemikiran tersebut merupakan persoalan
yang tidak hanya bertolak dari penafsiran dan pemahaman yang tidak sama

terhadap hubungan agama dan negara, tetapi juga tidak terlepas dari lingkungan

sosial budaya yang ada. D

Agama, Nedigi dan in (pada umumnva; adalab satu swien crede (ata
Keimanan atau tata keyakinan) atas adanya sesuatu Yang Mutlak diluar manusia
dan satu sistema ritus (tata — peribadatan) manusia kepada yang dianggap Yang
Mutlak itu serta sistema norma (tata kaidah) yang mengatur hubungan manusia

dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam lainnya, sesuai dan
sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan yang termaksud.”

Sedangkan negara merupakan agency (alat) dari masyarakat yang

mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan

DSuyuthi Pulungan, Figh Siyasah. Sejarah, Agama dan Pemikiran, cet. 2 (Jakarta:
Rajawali Press, 1995), him. 11-12,

2’|W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bagian Pertama, cet. 4
g
ML

(Jakarta: ti"r{‘jp, 1966), him. 21, dalam Endang Saifuddin Anshari, Wawasan Islam, Pokok-pokok
Pikiran Tentang Islam dan Umatnya, Edisi. 11, cet. ] (Jakarta: Rajawali Press, 1986), him. 11.



menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.” Untuk mengatur

hubungan tersebut, negara haruslah memuat konstitusi atau undang-undang, yang
diciptakan untuk mengatur dan membatasi hak asasi manusia dan warga
negaranya, susunan ketatanegaraan ataupun hubungan antara negara dengan
warganya. Perlindungan dan pembatasan ini diperlukan karena adanya dua
kepentingan dalam masyarakat yang sama penting, yaitu hak setiap individu

anggota masyarakat yang harus dijamin kebebasannya dan kepentingan

masyarakat secara umum®. Dengan penyelarasan ini, sebuah masyarakat dapat

ditegakkan.
Sebagaimana yang diketahui bersama, Indonesia merupakan negara

dengan wilayah yang cukup luas, yang dihuni oleh penduduk yang sangat

...... I Ada hamunly rocasm cnillery hoooon adot 1otindne daem balincane hkabiasa
INy " et Ll vn CRRTeT Y hl Nt <l l:. N wnan N A AN T NS N Na B e I's RN ALEANAD
daerah dan budaya, agama, dan segi-segi lainnya. Di negara Indonesia, persoalan

antara agama dan negara telah muncul pada waktu perumusan dan pembuatan

Undang-Undang Dasar 1945, dimana sebagian besar warga negara Indonesia
adalah pemeluk agama Islam.”

Persoalan tersebut muncul ketika sebagian para pemimpin bangsa (yang

sebagian besar dari kalangan muslim) menginginkan pencantuman tujuh kata

MMiriam Budiardjo, Dasar-Dasar Iimu Politik, cet. 14 (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 1992), him. 38.

YAli Abdul Wahid Wafi, Prinsip-Prinsip Hak Asasi Dalam Islam, Edisi Bahasa
Indonesia, oleh Abu Ahmad al-Wakidy (Solo: Pustaka Mantiq, 1991), hlm. 13.

S"Muhammad Alim, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan
Undang-Undang Dasar 1945, cet. 1 (Yogyakarta: UlI Press, 2001), him. 7.



Persoalan tersebut muncul ketika sebagian para pemimpin bangsa (yang
sebagian besar dari kalangan muslim) menginginkan pencantuman tujuh kata
“dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” di
belakang kata “Ketuhanan” (sebagai rumusan sila pertama Pancasila yang
tercetus dari Piagam Jakarta), tidak dapat diterima oleh golongan non muslim
(Kristen dan Katholik), karena mereka memandangnya sebagai diskriminasi
terhadap mereka sebagai golongan minoritas. Atas dasar inilah Bung Hatta
meminta pada Ki Bagus Hadikusumo (mewakili golongan muslim) agar berkenan
merelakan “tujuh buah kata” di belakang ketuhanan tersebut dihapus dan diganti

dengan “Yang Maha Esa”, suatu kalimat yang kiranya dapat diterima oleh semua
pihak.6)

Prinsip-prinsip hak 2sast manusia dalam islam, yaitu hak untuk mendapat
kemerdekaan beragama dan menganut suatu paham,”’ merupakan salah satu hak

yang harus dilindungi. Oleh karenanya, sebuah konstitusi atau undang-undang
dalam suatu negara tidak akan pernah luput dari pertimbangan perlindungan hak-
hak tersebut, dimana suatu pemerintah akan tegak dan stabil dengan tegaknya
keadilan dalam segala aspek.

Dalam ajarannya, al-Qur’an mengandung petunjuk dan pedoman bagi
manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. ‘Djantara ajaran-ajaran

tersebut terdapat ayat-ayat yang mengajarkan tentang kedudukan manusia dan

®“Muhammad Hatta, Sekitar Proklamasi (Jakarta: Tinta Mas, 1982), him. 57-60

Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi Tentang Percaturan
dalam Konstitusi, cet. 5 (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1985), hlm. 170.



persamaan, juga prinsip kebebasan beragama®. Dalam kaitannya dengan

hubungan antar umat beragama/kebebasan beragama, hal ini sebagaimana firman-

firman Allah di dalam al-Qur’an:

&pwﬁ,guﬁup,&&.ﬂgmwu)‘@ggf“dmgam;\v

Dpele potr ity U Ll Y B 5y ) b leaza | i

Dalam ayat yang lain berbunyi:

MﬂfﬁY;‘;’”W!-\ea»‘Y‘pﬁe;%cb—»w&”ﬂwwﬂ‘&ﬁﬁ
UL 1 gukgedl 10580 1935 06 00 040 cpm b)) Liamy ey dv Yy L
10)0 |

Selain ayat-ayat di atas, Allah juga berfirman:

b P

o r.,_( ks o F‘(J"' A ‘lj. et 3 {"'( S fl' e e i e— Y
SRR [PV IRV P (T bW iy h g
LR AP O Sl e 1y el g (s e oS g iy a3 057l
.0 pallsl a2y d sy ey

Peranan agama dalam masyarakat menjadi obyek utama dalam
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dimana agama diperlukan sebagai
sistem keyakinan, sistem makna yang muncul dan terwujud dalam kehidupan

sosial, melalui interaksi yang responsif terhadap situasi-situasi yang dihadapi oleh

OMunawir Sadzali, Islam dan Tata Negara; Ajaran Sejarah dan Pemikiran, edisi V
(Jakarta: UI Press, 1993), him. 6.

»Al-Bagarah (2): 256.

19 Ali Imran (3): 64.

'DAl-Mumtahanah (60): 8-9.



penganutnya,'? Karenanya, agama dapat membantu menciptakan sistem-sistem
nilai sosial yang terpadu dan utuh.

Di sisi lain, suatu agama dapat menjadi negatif apabila interpretasi
terhadapnya bersinggungan dengan doktrin ajaran agama lainnya atau sistem nilai
lainnya, terutama dalam masyarakat yang pluralistik.'® Dalam keadaan seperti
inilah yang bisa menyebabkan berbagai konflik yang terjadi  dengan
mengatasnamakan agama, yang membuat agama dipandang berwajah ganda, yaitu

sebagai pengikat solidaritas sosial dan sebagai pembuat konflik.

B. Pokok Masalah
Dari uraian latar belakang tersebut di atas, terdapat permasalahan yang
layak dikaji, antara lain:

1. Apakah negara berperan dalam menjamin kebebasan kehidupan beragama
serta bagaimana ketentuan pengaturan kehidupan beragama dalam UUD
19457

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hubungan negara dan agama

yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah:

DAbdul Aziz Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru (1966-1994), cet. 1
(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), him. 35.
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1. Tujuan penyusunan
a. Untuk menjelaskan peran negara dalam menjamin kebebasan kehidupan
beragama dan memaparkan ketentuan-ketentuan pengaturan kehidupan
beragama dalam Undang-Undang Dasar 1945.
b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap hubungan negara
dan agama dalam Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kegunaan penyusunan
a. Hasil penyusunan diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan
dalam masalah ketatanegaraan dan politik Islam.
b. Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang

Siyasah Syar’iyyah.

D. Telaah Pustaka

Sampai saat ini, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dokumen
bersejarah yang mempunyai nilai-nilai yang tinggi dan komplek, sebagai
fenomena kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan pada konteks tempat dan
jaman. Sebagai sebuah konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 paling tidak harus
memuat tiga hal pokok, yaitu; adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia
dan warga negara, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang
bersifat fundamental, dan adanya pembagian dan pembatasan tugas

ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.'¥

""Muhammad Alim, Demokrasi. , him. 11,



Adanya jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945
meliputi hak untuk hidup, persamaan kedudukan, kebebasan berserikat dan
mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama dan hak mendapatkan pengajaran.

Dalam hal ini, kebebasan beragama di Indonesia dijamin dengan
dicantumkannya asas Ketuhanan dalam Pancasila, dan ‘lebih jelasnya lagi
diberikannya jaminan oleh negara kepada penduduk, untuk secara bebas atau
merdeka menjalankan pasal 29 UUD 1945. Kendatipun demikian, Indonesia
bukanlah negara agama, dalam pengertian didasarkan atas agama tertentu. Karena
itu hukum agama harus mendapat kedudukan yang layak untuk tumbuh dan
berkembang dalam masyarakat.'” Terciptanya perundang-undangan bagi pemeluk
agama atau jaminan kehidupan di bidang keagamaan, dalam hukum disebut
sebagai lex specialis.'®

Sejauh  pengamatan penyusun terhadap bahan-bahan kepustakaan,
pembahasan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 berkisar pada kajian
perbandingan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, kajian hak
warga minoritas dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945,

Sedangkan buku-buku yang membahas tentang Undang-Undang Dasar
1945 yang nantinya menjadi referensi penyusunan skripsi ini antara lain;

Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, Kajian Perbandingan
Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk, karya Ahmad

Sukardja, yang mengulas tentang prinsip-prinsip yang terdapat dalam Piagam

"Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi
Konvergensi atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia, cet. 1
(Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 7.

191bid.



Madinah yang sarat dengan nilai-nilai kebenaran transendental, nilai moralitas
dan hukum yang dianggap mengandung pokok pikiran yang maju atau modern.
Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 dianggap “Islami” dari segi naskah dan
istnya, dan banyak persamaannya dengan Piagam Madinah. Demokrasi dan Hak
Asasi Manusia dalam Konstitusi Piagam Madinah dan UUD 1945 karya
Muhammad Alim, yang mengulas tentang persamaan dan perbedaan Piagam
Madinah dan UUD 1945, demokrasi dan hak asasi manusia yang terdapat dalam
keduanya, serta pengaruh ajaran Islam dalam pembentukan Piagam Madinah dan
UUD 1945.

Intervensi Negara terhadap Agama: Studi Konvergensi atas Politik Aliran
Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia karya Jazim Hamidi dan
M. Husnu Abadi, yang menguraikan tentang kompetensi pemerintah atas politik
aliran keagamaan dengan studi peradilan agama, hubungan intra umat beragama
dan antar umat beragama. 4/-Qur 'an dan Hak Asasi Manusia, karya Baharuddin
Lopa, yang membahas hak asasi manusia secara teori dan praktek dalam
kehidupan sehari-hari yang termuat dalam al-Qur’an, dalam pasal-pasal Universal
Declaration Human Right dan Cairo Declaration, serta menguraikan HAM di
Indonesia, yang dalam pandangan negara barat sering dituduh sebﬁgai negara
yang paling sering melanggar HAM.

Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip — Prinsipnya dilihat dari Segi
Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini,
karya Muhammad Tahir Azhary yang menggambarkan gagasan — gagasan teoritis

tentang negara hukum dari segi Hukum Islam dan segi — segi implementasinya



secara konstitusional yang berkaitan dengan penerapan prinsip — prinsip pokok
negara hukum tersebut. Selain buku-buku tersebut, masih banyak buku ataupun
karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji, yang

nantinya sebagai sumber data sekunder.

E. Kerangka Teoretik

Indonesia, merupakan negara dengan penduduk sangat heterogen, baik
dalam etnis dan bangsa, asal daerah, ekonomi, agama dan keyakinan serta adat
dan kebiasaan. Kondisi inilah yang menyebabkan berbeda cara berfikir, ditambah
pula manusia sebagai makhluk sosial mempunyai 2 sifat yang saling bertentangan
satu sama lainnya. Disatu sisi ingin saling kerjasama, dipihak lain dia cenderung
bersaing dengan sesamanya.'”

Hal inilah yang dapat menimbulkan konflik di antara mereka, sebab
masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan cenderung ingin saling
menghancurkan.'® Tipe masyarakat seperti ini membutuhkan penataan dan
pengendalian sosial secara bijak untuk menciptakan rasa aman dan damai
berdasarkan keadilan yang dapat diterima oleh semua golongan.'”

Prinsip dasar Islam tentang pengaturan kehidupan publik bermasyarakat,
berbangsa dan bemegara (siyasah ad-dunya) adalah mewujudkan kemaslahatan

umat atau kesejahteraan rakyat secara umum (al-maslahah al-Gmmah).*®

'""Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar., him. 32.
®Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: CV Rajawali, 1982), him. 22.
bid, him. 199.

Abdul al-Wahab Khallaf, /lm Ushl al-Figh, cet 11 (Kairo: Dar al-Qalam, 1977), him.
197.
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Kemaslahatan itu utamanya ditujukan untuk menjamin hak-hak dasar
kemanusiaan yang meliputi hak dan kebebasan beragama (hifz ad-din),
keselamatan fisik atau jiwa (hifz an-nafs), keselamatan keluarga dan keturunan
(hifz an-nasl), keselamatan harta benda atau hak milik pribadi (hifz al-mal),
keselamatan akal atau kebebasan berpikir (hifz al-agl).2"

Dalam hubungannya dengan jaminan hak asasi manusia dalam bidang
kebebasan beragama, suatu negara tentunya memerlukan Undang-Undang Dasar
untuk mengatur jaminan hak asasi tersebut. Dalam UUD 1945, hal ini diatur
dalam pasal 29 ayat (2), yang berbunyi “Negara menjamin tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya itu",

Dalam pengertian Islam, agama merupakan tatanan umum dan undang-
undang yang umiversal bagi semua sisi kehidupan dumia dan bagi tingkah laku
manusia yang diwahyukan Allah kepada nabi, untuk disebarluaskan pada
umatnya. Karenanya al-Mawardi berpendapat, bahwa salah satu unsur sebagai
sendi dalam menjamin kehidupan bermasyarakat dan negara, negara harus
berlandaskan agama yang berfungsi untuk mengendalikan diri dari godaan hawa
nafsu dan menjadi tiang penyangga bagi kemaslahatan dan keutuhan agama.??

Prinsip kebebasan beragama dalam al-Qur’an ditegaskan sebagai berikut:

D Asy-Syatibi, al- -Muwafaqgat ﬁ Usul al Ahkam (ttp: Dar al-Fikr, 1341 H), U 4: Husain
Hamid Hasan, Nazriyyah al-Maslahah ﬁ al- Figh al Islamiy (Kairo: Dar an-Nahdah al-‘Arabiyah,
1971), him. 5-6.

*DSuyuthi Pulungan, Figh Siyasah., him. 226.
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Hal ini menjelaskan bahwa Islam tidak melakukan pemaksaan dalam
bentuk apapun untuk merubah agama seseorang.

Sedangkan kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia dalam

pengakuannya terhadap eksistensi individu secara terinci terdapat dalam al-

Qur’an:
Aol Vg aet T ogile w3 ¥y L 0 gdmile ae 1Y 04 300 oL s
STy r_<;_.> ‘._(I Al Loogule o3l V) | fasls
Dalam mengatur hak dan kebebasan manusia untuk memilih agama dan
keyakinan yang dikehendakinya, PBB mengaturmnya dalam T7he Universal
Declaration of Human Right pasal 18 dengan bunvi-

LS 42y

“Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, bertobat dan beragama;
hak ini meliputi kebebasan berganti agama atau kepercayaan dan
kebebasan untuk menyatukan agama atau kepercayaannya dalam bentuk
beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun dilakukan bersama-
sama dengan orang lain, baik ditempat umum maupun tersendiri. ">
Demikian pula yang terdapat dalam Konvensi Eropa untuk Perlindungan
Atas hak-hak Asasi Manusia dan Kebebasan-kebebasan yang Hakiki, Jjuga
merumuskan kebebasan beragama dan kebebasan pembatasan dalam

melaksanakan kebebasan beragama, yang terdiri dari 2 ayat dalam pasal 9, yaitu:

1. ”Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, keyakinan dan agama; hak ini
mencakup juga kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaannya, dan

P)Al-Bagarah (2): 256.
) Al-Kafirun (109): 1-6.

)Baharuddin Lopa, Al-Qur‘an dan Hak-hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Dana Bhakti
Prima Yasa, 1996), him. 84.
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kebebasan untuk sendirian ataupun bersama dengan orang lain, baik secara
terbuka ataupun diam-diam, mewujudkan agama atau kepercayaannya dalam
beribadat, mengajar, pengamalan dan pentaatan”.

2. “Kebebasan seseorang untuk mewujudkan agama atau kepercayaannya hanya
boleh dikenakan pembatasan yang diatur dengan undang-undang dan perlu
dalam suatu masyarakat yang demokratis demi kepentingan keselamatan
umum, untuk menjaga ketertiban, kesehatan atau kesusilaan umum, atau untuk

menjaga segala hak dan kebebasan orang-orang lain”.%®

Dalam kajian terhadap Siyasah Syar'iyyah, meliputi tiga aspek utama,
yaitu 1). Dusturiyah (tata negara), yang meliputi aturan-aturan pemerintahan,
prinsip dasar yang berkaitan dengan pendirian suatu pemerintahan, serta aturan
yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, masyarakat dan negara. 2). Kharijiyyah
(luar negeri), yang meliputi hubungan negara dengan negara lain, kaidah yang
melandasi hubungan ini, dan tata aturan tentang keadaan perang dan damai, dan
3). Maliyah (harta) yang meliputi sumber-sumber keuangan dan belanja negara.?”

Untuk menguraikan kebhebasan beragama dalam 17D 1045 dalam
paradigma figh siyasah hubungan tersebut masuk dalam kategori hubungan
simbiotik-interdependen.” dimana antara agama dan negara saling memerlukan
untuk dapat berkembang dalam bingkai etika dan moral. Dalam hal ini al —
Mawardi berpandangan bahwa agama diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu

dan pengawas hati nurani manusia, karena agama merupakan sendi yang terkuat

bagi kesejahteraan dan ketenangan negara.?”

29Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, Intervensi Agama., him. 29-30.

Abdul Azis Dahlan dkk (ed), Ensiklopedia Hukum Islam, Artikel: Siyasah Syar'iyyah
cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), him. 1627.

*®Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, Intervensi Agama., him. 1.
®Munawir Sadzali, /slam dan Tata Negara; him. 61.
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Dengan demikian, karena yang diteliti adalah hubungan agama dan
negara, maka penelitian ini termasuk kajian Siyasah Syar’iyyah, khususnya
Dusturiyah (tata negara).

Hubungan tersebut menarik untuk dikaji, karena Undang-Undang Dasar
1945 telah menjamin kebebasan beragama yang merupakan'salah satu hak asasi
manusia, dimana hal tersebut dianggap sebagai konsep kemasyarakatan dan
kenegaraan yang baik. Dari konsep tersebut, nantinya diharapkan mampu

melaksanakan kemaslahatan yang merupakan tujuan dari Siyasah Syar 'iyyah.

F. Metode Penelitian
Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah, maka dalam mengumpukan data, menjelaskan, menganalisa dan
menyimpulkan obyek pembahasan skripsi ini, penyusun menempuh metode
sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (Library Research),
dengan mengkaji dan menelaah sumber-sumber data yang berkaitan dengan
pokok-pokok pembahasan berupa buku-buku yang representatif, sehingga
lebih sebagai penelitian dokumenter (Documentary Research).
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat diskriptif analitis, yaitu menjelaskan suatu gejala atau

fakta untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang gejala atau fakta
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tersebut.’” Sedangkan analitis adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata
secara sistematis data-data penelitian, untuk kemudian dilakukan penelaahan

3D sehingga bersifat logis, rasional dan sistematis,

guna mencari makna,
3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian kepustakaan, maka data-data penelitian akan dihimpun atau

dikumpulkan melalui 2 sumber, yaitu:

a. Sumber data primer, yaitu dengan menggali obyek kajian utama yaitu
UUD 1945 dan ayat-ayat al-Qur’an dan al-Hadis.

b. Sumber data sekunder, berupa literatur-literatur yang membahas, baik
secara langsung ataupun tidak langsung dengan obyek yang sedang dikaji
seperti; peraturan perundang-undanganan, kamus, ensiklopedia dan bahan
pustaka lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas sebagai data
penunjang.

Kemudian data-data tersebut diklasifikasikan dan disistemasikan dengan

menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan konsep-konsep pendekatan yang

sesuai untuk dianalisis, sehingga diperoleh kesimpulan berdasarkan uraian
yang telah ada.*?
4. Metode Pendekatan

a. Pendekatan historis, dimaksudkan untuk mengetahui situasi latar belakang

sejarah masyarakat pada waktu UUD 1945 dibuat.

3(’)Soetjiono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3 (Jakarta: Ul Press, 1986),
hlm.10.

*"Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi III, cet. 7 (Yogyakarta: Rake
Sarasin, 1998), him. 104.

MSutrisno  Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas
Ekonomi, UGM, 1988), him. 36.
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b. Pendekatan normatif yuridis, merupakan pendekatan terhadap masalah
yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum-hukum al-Qur’an dan as-
Sunnah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai upaya
pembenaran terhadap masalah yang sedang dikaji.

5. Analisa Data
Setelah data terkumpul, kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, dengan
pemaparan secara deduktif, yaitu metode yang bertitik tolak dari pengetahuan
yang bersifat umum, untuk kemudian diperoleh pengertian yang bersifat
khusus. Metode ini penyusun gunakan untuk menguraikan pengaturan
kebebasan kehidupan beragama yang terdapat dalam UUD 1945, untuk
kemudian menjelaskan dan menyimpulkan hubungan agama dan negara

(dalam UUD 1945) perspektif hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Agar diperoleh bentuk tulisan ilmiah, efektif dan kronologis, penjabaran
skripsi ini dalam pembahasannya terbagi dalam lima bab, dan tiap bab terbagi atas
sub-sub bab, dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisikan paparan latar belakang
permasalahan yang menjadi alasan dari pentingnya penelitian ini dilakukan, dan
kemudian dirumuskan menjadi satu pokok permasalahan. Perumusan ini menjadi
sangat penting karena pokok permasalahan inilah yang meluruskan konsentrasi
pembahasan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Selain itu, dalam bab ini

juga digariskan bagaimana sudut pandang yang dipergunakan dalam menggali,
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mengumpulkan dan menganalisa data yang diketemukan. Dengan sudut pandang
yang jelas, maka corak temuannyapun diharapkan juga jelas. Dalam bab ini juga
ditampilkan karya-karya ilmiah atau referensi yang pernah membahas persoalan
yang sedang dikaji dalam skripsi ini.

Bab kedua berisikan gambaran umum dari pokok 'permasalahan yang
sedang dikaji yaitu tentang sejarah kelahiran UUD 1945, hakekat kemurnian dan
keontentikan serta sifat-sifat UUD 1945 juga kedudukan dan fungsi UUD 1945
yang merupakan sumber hukum tertulis sebagai konstitusi suatu negara.
Gambaran ini menjadi mutlak diperlukan, karena tanpa gambaran umum tentang
suatu pokok permasalahan, maka permasalahan tersebut akan menjadi tak
terbatas.

Bab ketiga merupakan data-data vang penvusun kemukakan tentane
permasalahan yang sedang dikaji yang meliputi penjabaran dan pokok
permasalahan yang pertama mengenai peran dan kedudukan agama dan negara
dalam UUD 1945 dan ketentuan-ketentuan dalam menjalankan kehidupan
beragama yang terdapat dalam UU D 1945.

Bab keempat memuat analisa terhadap beberapa aspek tentang hubungan
antara agama dan negara dalam perspektif Islam, yang meliputi aturan-aturan
dalam memilih, me]aksanakan serta mensyi’arkan agama, kemudian dikaitkan
dengan hubungan agama dan negara yang terdapat dalam UUD 1945.

Bab kelima merupakan kesimpulan dan saran-saran, sebagai penutup dari

penelitian dalam skripsi ini.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan —

1. Peran negara dalam mengatur kehidupan beragama tc;.rdapat dalam UUD
1945 pasal 29 ayat (1) dan (2), dimana pemerintah memberikan jaminan
kebebasan untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan agama
dan kepercayaannya, karena agama merupakan salah satu hak mendasar
dari Hak Asasi Manusia. Jaminan ini meliputi kebebasan dalam memeluk
agama, menjalankan syari’at agama dan mensyiarkan agama. Dalam
rangka mewujudkan hal ini, negara atau pemerintah membuat beberapa
peratuan, haik bherupa !lndang-Uindang ataupun Yeputusan-keputusan,
sebagai upaya pelaksanaan kebebasan tersebut, karena negara mempunyai
wewenang untuk mengatur dan melakukan pengaturan, agar ketentraman,
keamanan, ketertiban dan kesatuan masyarakat dapat terjaga dan
terpelihara. Peraturan tersebut antara lain meliputi: UU No. 1 / PNPS /
1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, UU No.
1 tahun 1974 tentang Perkawinan, , UU No. 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, UU No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji dan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sedangkan
keputusan menterinya antara lain Keputusan Menteri Agama No. 70 tahun
1970 tentang Penyiaran Agama dan Surat Keputusan Bersama Menteri

Dalam Negeri — Menteri Agama No. 1 tahun 1969 tentang Tata Cara

83
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pemerintah (aparat terkait) mengambil tindakan tegas sesuai dengan
hukum yang berlaku.

. Untuk menjaga agar UUD 1945 tetap murni fleksibel dan supel,
hendaknya dalam memenuhi aspirasi rakyatnya lembaga legislatif tidak
mengamandemen pasal 29 UUD 1945, tetapi cukui) dengan membuat
undang-undang yang mengacu pada pasal 29 tersebut, sebagai wujud dari
menjaga kemurnian UUD 1945.

. Melihat banyaknya kerusuhan yang selalu mengkambinghitamkan
“Agama” hendaknya pemerintah atau negara lebih mensosialisasikan
ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang berhubungan dengan agama,
agar pola pemahaman masyarakat akan hubungan agama dan negara lebih
benar, sehingga nantinya mampu menciptakan Indonesia yang adil,
makmur, beradab dan bermartabat.
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Lampiran I
Terjemah ayat — ayat al-Qur’an, al-Hadis dan Teks Arab.

No | BAB | Halaman | Footnote _ Terjemahan

Tidak ada paksaan untuk (memasuki)
L @, av) | @1, (62) | (9, 23), (5) | agama (Islam), sesung_uhnya .telah jelas
Jalan yang benar daripada jalan yang
sesat. Karena itu, barang siapa yang |
ingkar kepada Thoghut dan beriman
kepada Allah, maka sesungguhnya ia
telah berpegang kepada buhu/ tali yang
amat kuat yang tidak akan putus. Dan
Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.

Katakanlah (Muhammad) : “Wahai Ahli
2 (1) 4 (10) Kitab, marilah (kita) adakan suatu
'. ' kesepakatan antara kami dan kalian,
bahwa tidak kita sembah selain Allah dan
} kita persekutukan Dia dengan sesuatupun,
_ ! ! i dan tidask (Ppuiaj schagiain  dar  Kila
r | ' | memperlakukan sebagian yang lain
. sebagai tuhan selain Allah™. Jika mereka
berpaling ~ (menolak ajakan ) maka
katakanlah kepada mereka : “Saksikanlah
bahwa kami adalah orang-orang yang
| | menyerahkan diri (kepada Allah).”

' Allah tidak melarang kalian untuk
&) (@) (4) (11) berbuat dan berlaku adil terhadap orang —
orang yang tidak memerangi kalian
karena agama dan tidak (pula) mengusir
kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya
Allah = menyukai orang-orang yang
berrlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya
melarang kalian memperlakukan sebagai
kawan  kalian  orang-orang yang
memerangi kalian karena agama dan
mengusir kalian dari negeri kalian dan
membantu (orang lain) untuk mengusir
kalian. Dan barangsiapa memperlakukan
mereka sebagai kawan, maka mereka itu
adalah orang-orang zalim.
Katakanlah : “Hai orang-orang kafir, aku

4] (0,av) | (11).66) | (24)14) |tidak akan menyembah apa yang kamu
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sembah. Dan kamu bukan penyembah
Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak
pernah menjadi penyembah apa yang
kamu sembah. Dan aku tidak pernah
menjadi penyembah apa yang kamu
sembah. Dan kamu tidak pernah (pula)
menjadi penyembah Tuhan yang aku
sembah. Untukmulah agamamu dan
untukkulah agamaku™

(36),(48)

(61)

1 .(13), (45)

(1)

Katakanlah : Dialah Allah Yang Maha
Esa.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus |
kepada Agama (Allah) ; (tetaplah atas) |
fitrah Allah yang . telah menciptakan‘
manusia menurut fitrah itu. Tidak ada
perubahan pada fitrah Allah. (itulah) |
agama yang lurus, tetapi kebanyakan |
manusia tidak mengetahuinya.

(V)

(61)

(2)

y)

(63)

(/)

Dan Aku tidak menciptakan Jin dan
Manusia melainkan supaya mereka

mennyembah.

| Ada seorang laki-laki dari kalangan

Anshar yang dikenal dengan panggilan
Hushain, mempunyai dua anak laki-laki,
keduanya beragama Nasrani, dan Hushain
secorang Muslim. Hushain menanyakan
kepada Nabi saw, “apakah saya (harus)
mmemaksa keduanya (untuk masuk
Islam) ? karena nyatanya keduanya tidak
mau masuk agama selain Nasrani.” Dan
dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa
Hushain memaksa keduanya, hingga
mereka bertiga mengadukan hal ini
kepada  Rasulullah saw. Hushain
mengemukakan argumentasinya : “Wahai
Rasulullah, apakah saya hanya diam saja
menonton sebagian dari kami masuk
neraka ?” Akhimya Hushain melepaskan
kedua anak lelakinya itu.

(IV)

(65)

(11)

Dan jikalau Tuhanmu menghendaki,
tentunya lah beriman semua orang yang
dimuka bumi seluruhnya. Maka apakah
kamu (hendak) memaksa manusia supaya
mereka menjadi orang - orang yang
beriman semuanya ?
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10.

V)

(65)

(12)

Dan katakanlah “Kebenaran itu |
datangnya dari Tuhanmu, maka barang
siapa yang ingin (beriman), maka
hendaklah ia beriman, dan barangsiapa
yang ingin (kafir) biarlah ia kafir”.

1L

V)

(66)

(13)

Barang siapa yang murtad diantara kamu
dari agamanya, lalu dia mati dalam
kekafiran, maka mereka itulah yang sia —
sia amalannya didunia dan diakherat, dan
mereka itulah penghuni neraka, mereka
kekal di dalamnya.

12.

(IV)

(66)

(14)

Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah
beriman, kemudian bertambah
kekafirannya sekali-kali tidak akan
diterima taubatnya, dan mereka itulah
orang — orang yang sesat.

13.

(V)

(70)

(21)

Bagi kaum Yahudi agama mereka dan
bagi kaum Muslimin agama mereka.

14.

(IV)

(71)

(25)

Sesungguhnya orang-orang yang beriman
hanyalah orang-orang yang beriman
kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian
mereka tidak ragu-ragu dan mereka
berjihad dengan harta dan jiwa mereka
pada jalan Allah, mereka itulah orang —
orang yang benar.

15.

16.

(IV)

)

(72)

(74)

(27)

Katakanlah : “Inilah jalan (agamaku), aku
dan orang — orang yang mengikutiku
mengajak (kamu) kepada Allah dengan
hujjah yang nyata. Maha Suci Allah, dan
aku tiada termasuk orang — orang yang
musyrik”

(31)

Perempuan yang berzina dan laki-laki
yang berzina, maka deralah tiap-tiap
seseorang dari keduanya seratus kali dera

17.

(IV)

- (75)

(34)

“Serulah  (manusia) kepada jalan
Tuhanmu dengan hikmah dan bantahlah
mereka dengan cara yang baik .....”

18.

(Iv)

(76)

(35)

Bagi Najran dan sekitarnya perlindungan
Allah dan tanggungan Muhammad, Nabi
dan Rasul Allah, baik harta mereka,
agama, tempat — tempat ibadah dan
segala yang berada dalam kekuasaan
mereka.

19.|

(Lv)

(76)

(36)

Dan janganlah kamu berdebat dengan
Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang
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paling baik.

20.

av)

(77)

(39)

Dan janganlah kamu memaki sembahan —
sembahan yang mereka sembah selain
Allah, karena mereka nanti akan
mmemaki Allah dengan melampaui batas
tanpa pengetahuan.

21

22.

(Iv)

(Iv)

(78)

(78)

(43)

(44)

Hai manusia, sesungguhnya Kami
menciptakan kamu dari seorang laki —
laki dan seorang perempuan dan
menjadikan kamu berbangsa — bangsa
dan bersuku — suku supaya kamu saling
kenal mengenal. Sesungguhnya orang —
orang yang paling mulia diantara kamu
disisi Allah adalah orang yang paling
bertagwa diantara kamu. Sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui lagi Maha |
Mengenal. |

Hai manusia, sesungguhnya Tuhan kamu |
satu dan bapak kamu satu, ingatlah tidak '
ada keutamaan orang Arab atas orang
bukan Arab, tidak ada keutamaan orang
bukan Arab atas orang Arab, orang hitam

| alas oraiig bCiwaina, vraig beiwaiiia aias

orang hitam, kecuali karena takwanya.
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BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

ASY - SYATIBI

Kelahiran beliau tidak diketahui dengan pasti, wafatnya di Granada, Spanyol, 08
Sya’ban 790 H/ 1380 M. Dikenal sebagai ahli Ushul Figh, dan Bahasa Arab pada
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rekannya adalah Ibnu Khaldun ( 1332 - 1406). _
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Muwafagat, dan terbit pertama kali di Tunisia (1302H / 1884 M). Imam Asy
Syatibi adalah pengembang ilmu Ushul Figh.
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sebagai Wakil Presiden pada tahun 1945 serta sebagai Bapak Proklamator
bersama Ir Soekarno. Beliau turut dalam persetujuan Roem Roijen Statement
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